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ABSTRACT
Most countries that use the Value Added Tgstesn are generally exclude
financial intermediation services of imposition of Value Added Tax. This
exception in addition to reduce the counteyenuefrom tax sector in significant
numbers, also gives rise to distortions in terms of both legal and economical. But
after the financial crisis in 2008, many countries have began to rethink to impose
value added tax on financial intermediatioservices There are several
alternative methods are expected to be implemented to overcome the difficulties
the imposition of VAT on financial intermediatisarvices Indonesia as one of
the countries that use the Value Added Tax system also excludes the imposition of
VAT on financial intermediatioservices In order to increase countrsevenue
from the tax sector, the Indonesia should consider eliminating VAT exemption for
financial intermediatiorservices

ABSTRAK
Kebanyakan negara yang menggunakan sistem Pajak Pertambahan Nilai
umumnya mengecualikan jasa intermediasi keuangan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai. Pengecualian ini di samping mengurangi penerimaan negara
dari sektor pajak dalam jumlah yang signifikan, juga mengakibatkan timbulnya
distorsi baik dari segi legal maupun ekonomis. Namun pasca terjadinya krisis
keuangan pada tahun 2008, banyak negara miodapikir ulang untuk
mengenakan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa intermediasi keuangan. Ada
beberapa alternatif metode yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk
mengatasi kesulitan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa
intermediasi keuanga Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan
sistem Pajak Pertambahan Nilai juga mengecualikan pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai terhadap jasa intermediasi keuangan. Dalam rangka
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Indonesia sgtaaru
mempertimbangkan menghapuskan pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai terhadap jasa intermediasi keuangan.
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PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai pe semua penyerahan barang dan jasa.
ngeluaranya, negaranegara di dunia Ada barangbarang dan jasgsa kare
terutama mengharapkan sumber pemana pertimbangan tertentu dikecualikan
sukan dari pajak. Salah satu pemasukdari pengenaan Pajak Pertamdmah
an dari sektor pajak bersumber dariNilai. Barang dan jasa yang dikeeua
pajak tidak langsung. Setiap negaralikan dari pengenaan Pajak Pertam
dapat menggunakan sistem pemungutbahan Nilai biasalya adalah barang
an pajak tidak langsung yang berbedabarang dan jasg@sa yang merupakan
beda. Namun g$&k sistem Pajak Per kebutuhan pokokmendasar masyara
tambahan Nilai Yalue Added T3x kat banyakatau untuk tujuatujuan
mulai dipopulerkan pada awal tahun sosial. Mengenai jenis barang dan jasa
19704an, kebanyakan neganggara di yang dikecualikan dari pengenaan
seluruhdunia mulai mengubahstem Pajak Pertambahan Nilai tergantung
pemungutan pajak tidak langsungnyakebijakan dari masingiasing negara.
menjadi sistem Pajak Pertambahan Salah satu jenis jasa yang dike
Nilai. Gale and Harris (2l) menya cualikan dari pengenaan Pajak Peram
takan Pajak Pertambahan Nilai sudahbahan Nilai adalah jasa keuangHe-
digunakan di 150 negara di seluruhbanyakan negara yang menggunakan
dunia,dan semua negara OECD lain di sistem Pajak PeEambahan Nilai{alue
luar Amerika Serikasudah menggu- Added Takx memilih mengecualikan
nakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.berbagai jasa keuangan sebab kesu

Pajak Pertambahan Nilai akan litan untuk mengukur biaya keuangan
dikenakan terhadap transaksi penye implisit (Merrill, 2011).KPMG (2013)
rahan barang dan jasa. Sistem Pajaknenyatakan kebanyakan negara yang
Pertambahan Nilaimenganut sistem mengecualikan jasa keuangan dari
multi stage artinya Pajak Pertambahan pengenaan Pajak Pertambah&lilai
Nilai akan dikenakan pada setiap +an didasarkan pada dlasanutama, yai
tai tahapan produksi dan distribusi.tu: (i) kesulitan dalam mengukuilai
Namun pemungutan Pajak Pertambahtambah jasa keuangan pada basis
an Nilai pada setiap tahapan guoéisi  transaction-by-transaction; (i) Jasa
dan distribusi tidak dilakukan terha keuangan memfasilitasi pembelian dan
dap seluruh nilai barang dan jasa,penjualan barang dan jasMenurut
melainkan hanya atas tambahan nilaiZee (2004) sebagian besar dhaidih
barang dan jasa yang terjadi padal20 negara yang menganut sistem
setiap tahapan produksi dan distribusi,Pajak Pertambahan Nilai mengecua
termasuk laba. Pemungutan Pajak-Perlikan sektor jasa keuangan dari
tambahan Nilai akan berakhir apabilapengenaan Pajak Pertambahan Nilai
barang dan jasa tersebut telah sampailengan derajat yang bervaria&irbe
kepada konsumen akhir. and Buttner(2013) menyatakan bahwa

Pajak  Pertambahan  Nilai pengecualian Pajak Pertambahan Nilai
umumnya tidak diberlakukan untuk
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untuk jas keuangan diaplikasikan menyebutkan jasa keuangan mewakili
secara luas. 14% dari potensial dasar pemajakan
Pengecualian pengenaan Pajakpada Pajak Pertambahan Nilai di
Pertambahan Nilai akan mengurangiAmerika Serikat. Di samping itu pe
pendapatan pemerintah dari Pajak-Perngecualian pengenaan Pajak Pertam
tambahan Nilai. Genser and Winker bahan Nilai menimbulkan suatu distor
(1998) serta Huizinga (2002) dalam si, karena memberikan suatu perlakuan
Erbe andButtner (2013) menyatakan istimewa pada usaha jasaukegan
pencabutan pwecualian pengenaan yang mana hal ini tidak didapat oleh
Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasébidang usaha yang lain.
keuangan mungkin akan menghasilkan Pada saat terjadi krisis ke
keuntungan pendapatan yang sangatlangan tahun 2008, sebagian besar
substansial. negara yang mengalami krisis keuang
Erbe andButtner (2013) me an mengeluarkan dana dalam jumlah
nyatakan di samping keuntunganyang sangat besar untuk melakukan
pendapatan daripengenaan Pajak bail outpihak perbankan dan penyedia
Pertambahan Nilai untuk sektor jasa keuangan lainnya. Hal ini dila
keuangan distorsi dari pengecualian kukan dalam rangka menyelamatkan
pengenaan Pajak Pertambahan Nilaekonominya agar terhindar dari efek
untuk jasa keuangamenjadidiskusi domino krisis keuangan yang dimulai
di dalam literatur.Cottarelli (2010) dari mismanagemenpihak perbankan
menyatakan mengalami  kesulitan dan lembaga keuangan lainnya dengan
ketika pimpinan dari €0 meminta produksubprime mortgageDari krisis
diberikan pandangan pada pertemuarkeuanganni nampak bahwa pemerin
bulan Juni 2010 mengenai opsi negaratah suatu negara akan mengeluarkan
negara mengadopsi atau mempertim dana yang sangat besar untuk melaku
bangkan bagaimana sektor keuangarkan intervensi pada usaha perbankan
dapat membuat kontribusi yang adil dan jasa keuangan, yang mana selama
dan substansial ke depannya untukini kontribusi pemasukan pajak dari
membayar beban yang berhubungarusaha jasa keuangan sangat minim
dengan intervensi pemerintah gunasekali karena dibebaskannya transaksi
memperbaiki sistemgsbankan. jasa keuangan dari pengenaan Pajak
Jadi kebanyakan negara yangPertambahan Nilai.Hal ini kemudian
menganut sistem Pajak Pertambahamemicu timbulnya desakan untuk
Nilai mengecualikan jasa keuanganmempertimbangkan lagi kebijakan me
dari pengenaan Pajak Pertambahamgecualikan jasa keuangan dari penge
Nilai, terutama karena alasan kesulitannaan Pajak Pertambahan Nilai.
untuk menghitung nilai tambahnya. Tulisan in akan membahas ba
Konsekwensi dari tidak dikenakannya gaimana pengenaan Pajak Pertam
PajakPertambahan Nilai terhadap jasabahan Nilai terhadap jasa keuanghn
keuangan adalah berkurangnya pendalndonesia, khususnya jasdermediasi
patannegaradari Pajak Pertambahan keuangan yang disediakan oleh -per
Nilai. Jumlah sumber pemasukanbankan. Apakah Indonesia saat ini
negara yang berkurang karena pengeseperti kebanyakan negaragara lain
cualian pengenaan Pajak Pertambahadi dunia yang menggunak sistem
Nilai cukup besar. Merrill (2011) Pajak Pertambahan Nilai juga menge
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cualikan pengenaan Pajak Pertam rapa produk jasa keuangan yatige-
bahan Nilai untuk jasantermediasi diakan oleh lembaga penyedia jasa
keuangarperbankaf Untuk ke depan keuangan antara lain: rekenirgjro
nya apakah pengecualian pengenaatank, deposito, pinjaman/kredit, kartu
Pajak Pertambahan Nilai terhadap jas&redit, leasing, berbagai macam asu
intermediasi keuangan perbankan ransi, hipotik dan lainnya.

mash tepat untuk diterapkan di Salah satulembaga penyedia

Indonesia? jasa keuangan adalddmbaga perban
kan Bebempa jasa keuangan yang

JASA KEUANGAN disediakan lembaga perbankantaaa

Jasa keuangan bisa diartikanlain addah rekening giro, deposito,
sebagai sesuatu yang dapat digunakakredit, inkaso, clearing jual beli
oleh konsumen dan bisnis untukvaluta asing, kartu kredit, penyewaan
memperoleh barangarang keuangan safety boxdan jasgasa perbankan
seperti  pinjaman dan  asuransilainnya.

(Asmundson, 2011)Menurut Sutton

and Jenkins (2007) sektor jasa PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
keuangan berhubungan dengan bisnis Pajak Pertmbahan Nilai ada
yang luas dan terdiri dari bank lah jenis pajak tidak langsung yang
komersial, perusahaan kartu kredit,digunakan banyak negara di seluruh
brokersaham, perusahaan asuransi dadunia. Keen and Lockwood (2007)
lainnya. menyatakan lima puluh tahun yang

Bisnis psa keuangaherperan lalu Pajak Pertambahan Nilai masih
an penting dalam menggerakkan rodgarang terdengar di luar Perancis.
perekonomiansuatu negara. Hal ini Sekarang Pajak Pertambahan Nilai
seperti diungkapkan oleh Ardic et al. menghasilkan 20% dari pendapatan
(2011) bahwa @ hubungan yang erat pajak dunia dan mempengaruhi
antara pengembangan keuangan dakehidupan 4 milyar orang. Menurut
pertumbuhan ekonomi. Pendapat senaHolcombe (2010)Pajak Pertambahan
da diungkapkan oleh Sutton and Nilai memberikan kontribusi yang
Jenkins (2007) yang menyatakan jasasangat signifikan bagi pendapatan
keuangan adalah hal ndasar untuk pajak di negarmegara Uni Eropa dan
pertumbuhan dan pegembangan -ekokebanyakan negara majdi seluruh
nomi. Lebih lanjut Mujeri (2015) dunia. Untuk keseluruhan negara Uni
menyatakan akses terhadap keuangakropa, Pajak Pertambahan Nilai
khususnya bagi masyarakat miskinmemberikan kontribusi 30% dari
adalah hal yang esensial untuk mem seluruh pendapatan pajaksale and
promosikan pertumbuhan ekonomi Harris (2011) menyebutkan di luar
inklusif dan memberantas kemiskinan Amerika Serikat, pada neganagara
di suatu negara. Akses terhadap OECD dalam tahun 2006, Pajak Per
keuangan disediakan oleh penyediatambahanNilai menghasilkan penda
jasa keuangan.Asmundson (2011) patan hampir 7% dari GDPG(oss
menyatakan bisnis jasa keuanganDomestic Produgt dan hampir 19%
adalah bisnis perantara. Bisnis jasadari pendapatan yang diperoleh negara
keuangan akan menyalurkan uang darpada semua level.
penyimpan kepada peminjanBebe
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Negara yang menggunakan-sis Nilai Masukan atau disingkat PPN
tem Pajak Pertambahan Nilai akanMasukan.
menentukan jenis barang dan jasa yang Pada suatu periode tertentu
setiap penyerahannya akan dikenakaryangbiasadikenal sebagai masa pajak
Pajak Pertambahan Nilai (@i Pajak (biasanya 1 Han), Pengusaha Kena
Pertambahan Nilai). Barang dan jasaPajak akan memperhitungkan jumlah
yang atas penyerahannya dikenakarPPN Keluaran dan jumlah PPN Ma
Pajak Pertambahan Nilai biasanyasukan pada masa pajak tersebut. -Apa
disebut sebagai Barang Kena Pajakbila jumlah PPN Keluaran lebih besar
(BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).dari pada PPN Masukan, matajadi
Sedangkan barang damasp yang kurang bayar. Pengusaha Kena Pajak
penyerahannya tidak dikenakan Pajakharusmenyetorkajumlah kurang ba
Pertambahan Nilai disebut bukanyar tersebut yang merupakaselisih
Barang Kena Pajak dan bukan Jasantarajumlah PPN Keluaran dan PPN
Kena Pajak. Selain penentuanjeld Masukanke kantor pajak. Sedangkan
yang dikenakan Pajak Pertambahanapabila jumlah PPN Keluaran lebih
Nilai, peraturan pajak di suatu negarakecil dari pada jumlah PPN Masukan,
biasanya juga mengatur tentang batasmaka akan terjadi lebih bayar. Pengu
an subjek Pajak Pertambahan Nilai, saha Kena Pajak dapat meminta
artinya mengatur pihagihak mana kembali (restitusi) jumlah lebih bayar
yang harus memugut Pajak Pertam tersebut ke kantor pajak.
bahan Nilai atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan Jasa Kena PajakPENGECUALIAN PENGENAAN
Pihak yang wajib memungut Pajak PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pertambahan Nilai atas penyerahan Karena pertimbangapertim
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kenhangartertentu biasanya setiap negara
Pajak dikenal dengan nama Pengusahgang menerapkan sistem Pajak -Per
Kena Pajak (PKP). tambahan Nilai melakukan penge

Pada saat menyerahkan Barangcualian terhadp subjeksubjek dan
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajalgbjek-objek Pajak Pertambahan Nilai
Pengusaha Kena Pajak harus menertertentu. Pengecualian subjek dilaku
bitkan bukti pemungutan Pajak Per kan apabila transaksi yang melibatkan
tambahan Nilai yang biasa dikenal subjek Pajak Pertambahan Nilai terten
dengan nama Faktur jak. Pajak Per tu tidak dipungut Pajak Pertambahan
tambahan Nilai yang dipungut oleh Nilainya, walaupun objek yang dijadi
Pengusaha Kena Pajak pada sadkan transaksitermasuk objek Pajak
menyerahkan Barang Kena Pajak darnPertambahan NilaiPenentuan subjek
atau Jasa Kena Pajak disebut sebagaiang dikecualikan sebagai subjek- Pa
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran jak Pertambahan Nildbiasanya diten
atau disingkat PPN Keluaran. Sedang tukan berdasarkan jumlah nilai barang
kan Pajak Pertambahan Nilai yangdan jasa yang diserahkan dalam 1
dibayar pada saat Pengusaha Kenaahun pajak. Batas jumlah nilai barang
Pajak menerima penyerahan Barangdan jasa yang diserahkan itu biasa
Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajakisebutkan sebagaralue Added Tax
disebut sebagai Pajak PertambaharThreshold Apabila subjek menyerah

kan barang dan jasa dengan jumlah
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nilai dalam 1 tahun di bawakalue penegakan hukum lebih sulit dilaku
Added Tax Thresholdmaka subjek kan.
tersebut dikecualikan sebagai subjek Menurut Mackenzie (1991)
Pajak Pertambahan Nilai datidak dalam suatu dunia yang berasumsi
memungut Pajak Pertambahan Nilai,tidak ada biaya untuk administrasi
walaupun menyerahkan barang danpajak, maka tidak ada alasan untuk
jasa yang termasuk objek Pajak Per mengecualikan aktivitagktivitas khu
tambahan Nilai. &dangkan pengecua sus dari pengenaan Pajak Pertambahan
lian objek dilakukanjika transaksi Nilai, kecuali kemungkinan dalam
yang berhubungan dengan objek Pajalkkasus aktivitasktivitas tertentu di
Pertambahan Nilai tertentu tidak dike mana Pajak Pertambahan Nilai sulit
nakan Pajak Pertambahan Nilai, wa untuk dideinisikan. Pengenaan Pajak
laupun subjek yang terlibat dalam tran- Pertambahan Nilai dengan tarif 0%
saksi adalah subjek Pajak Pertambahaterhadap barang dan jasa adalah
Nilai. instrumen yang jauh lebih baik dari
Dari kedua macam pengeeua pada pengecualian untuk mencapai
lian yang dilakukan, pengecualian-ter distribusi sasaran.
hadap objek Pajak Pertambahan Nilai Pada dasarnya pengecualian
yang umumnya mempunyai dampakpengenaan Pajak Pertambahan Nilai
negatif yag besar. Di samping me mempunyaidampak yang negatif bagi
ngurangi jumlah penerimaan Pajak penerapan sistem Pajak Pertambahan
Pertambahan Nilai dalam jumlah yangNilai di suatu negara. Di samping
signifikan, pengecualian terhadap mengurangi jumlah penerimaan Pajak
objek Pajak Pertambahan Nilai juga Pertambahan Nilai yang sangat signi
biasanya berakibat memutuskan rantafikan, juga akan memutus rantai-pe
pemungutarPajak Pertambahan Nilai. ngenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Le (2003) menyatakapenge- Karenanya setiap negagang mene
cualian cenderung akan mengerosi darapkan sistem Pajak Pertambahan
sar pemungutanPajak Pertambahan Nilai sudah seharusnya mengurangi
Nilai, mengurangi pengumpulan pen jumlah subjek dan objek Pajak
dapatan darPajak Pertambahan Nilai Pertambahan Nilai yag dikecualikan.
di satu sisi, memutus rantai pemu Namun Mackenzie (1991) menyatakan
ngutan Pajak Pertambahan Nid&n bahwa banyak negara berkembang
dengan demikian menyebabkan masayang menganut sistem Pajak Peram
lah” cascading di sisi lain. bahan Nilai magecualikan dalam
Bird (2005) dalam Smith et al. jumlah yang besar barang dan jasa
(2011) menyatakan pengecualian pastyang tidak dipungut Pajak Pertam
membuat Pajak Pertambahan Nilaibahan Nilai.
menjadi lebih sempit dan untuk alasan Feria and Krever2013) me
ini umumnya pengecualiandibatasi nyatakan obyek standar yang dike
pada barangmakanan yang bersifat cualikan dari pengenaan Pajak Pertam
mendasar, jasa kesehatan dan jashahan Nilai di negaraegara Eropa
pendidikan. Pengecualian, oleh kare terdiri dari: jasa pos, @anspor orang
nanya meningkatkancascading dan  sakit/terluka, perawatan rumah sakit
memutus rantai Pajak Pertambahandan medis, darah manusia, jaringan
Nilai yang dapat membuat efektivitas dan organ, perawatan gigi, pendidikan,
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kegiatan olahraga, jasa yang berkaitar2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil
dengan budaya (tidak termasuk-pe Pajak Pertambahan Nilgiasal | ayat
nyiaran radio dan televisipekerjaan (1) disebutkan pengusaha keciems
pekerjaan sosial, kegiatan non komer pakan pengusaha yang selama 1 (satu)
sial oleh organisasi nirlaba, kegiatantahun buku melakukan penyerahan
penggalangan dana tertentu, penyeBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
rahan tanah dan bangunan (termasulPajak dengan jumlah peredaran bruto
harta yang tidak bergerak), taruhan,dan/atau penerimaan bruto tidak lebih
lotere dan perjudian, asuransi dandari Rp 4.800.000.000,-.
reasuransi, dan sejumlah jasa keuang Jadi Sistem Pajak Pertambahan
an, termasuk jasa perantara pinjamarNilai di Indonesa mengecualikan sub
dan operasi yang berkaitan denganek yang menyerahkan barang dan jasa
pengelolaan dana/modal. obyek Pajak Pertambahan Nilai-de
Indonesia merupakan salah ngan jumlah nilai penyerahan per
satu negara berkembang yang sudalahun tidak lebih dari  Rp.
lama menggunakan sistem Pajak-Per4.800.000.000,sebagai subjek Pajak
tambahan Nilai untuk memungut pajak Pertambahan  Nilai.  Nilai  Rp.
tidak langsung,yaitu lebih dari30 4.800.000.000,mi yang disebu¥alue
tahun.Sepertinegaranegara lain yang Added Tax Threshold
menggunakan sistem Pajak Pertam Sedangkan pengecualian objek
bahan Nilai, khususnya negamagara Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam
berkembang, Undangundang Pajak pasal 4A Undangndang Nomor 8
Pertambahan Nilai dindonesiajuga Tahun 1983 tentang Pajak Pertam
melakukan pengecualian subjek danbahan Nilai sebagaimana telah diubah
pengecualian objek Pajak Pertambahbeberapa kali, terakhir dengan
an Nilai. Pengecualian subjek pajak Undangundang Nomor 42 Tahun
diatur dalam pasal 3A ayat (1) 2009. Pad ayat 2) pasal ini
UndangbUndang Nomor 8 Tahun 1983 disebutkan jenis barang yang tidak
tentang Pajak Pertambahan Nilaidikenai Pajak Pertambahan Nilai,
sebagaimana telah diubah beberapgaitu: (a) barang hasil pertambangan
kali, terakhr dengan Undanggyndang atau hasil pengeboran yang diambil
Nomor 42 Tahun 2009ang menye langsung dari sumbernydb) barang
butkan pengusaha kecil dikecualikan kebutuhan pokok yang sangat dibu
dari kewajiman memungut, menyetor tuhkan oleh rakyat banyakc) makan
dan melaporkan Pajak Pertambahaman dan minuman yang disajikan di
Nilai yang terutang. hotel, restoran, rumah makan, warung
Kemudian di dalam Peraturan dan sejenisnya, meliputi makanan dan
Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. minuman baik yang dikonsumsi di
03/2010 tanggal 23 Maret 2010 ten tempat maupun tidak, termasuk dma
tang Batasan Pengusaha Kecil Pajakanan dan minuman yang diserahkan
Pertambahan Nilayang telah diubah oleh usaha jasa boga atatering dan
dengan Peraturan Menteri Keuangan(d) uang, emas batangan dan surat
Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 berharga.
Desember 2013 tentang Perubahan Kemudian pada ayat (3) pasal
Peraturan Menteri Keuangan Nomorini disebutkan jenis jasa yang tidak
68/PMK.03/2010 tanggal 23 Maret dikenai Pajak Pertambahan Nilai,
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yaitu: (a) jasa pelayanan kesehatanprinsipal, jasa manajemen dan peRgo
medis; (b) jasa pelayanasasial; (c) lahan dataerta jasa lainnya.
jasa pengiriman surat dengan perang KPMG (2013) membagi 4 ka
ko; (d) jasa keuangan (e) jasa asu tegori jasa keuanganyaitu: (a) jasa
ransi (f) jasa keagamaan(g) jasa intermediasi keuangan, misalnya:-de
pendidikan (h) jasa kesenian dan posito dan pinjaman; (b) jasa layanan
hiburan (i) jasa penyiaran yang tidak yang memperolelpenghasilan berupa
bersifat iklan (j) jasa angkutan umum fee misalnya: layanan elektronik per
di darat dan di air serta jasa angkutarbankan, jasa agen, jasa penyelesaian,
udara dalam negeri yang menjadijasa penasihat dan konsuligsisa pe
bagian yang tidak terpisahkan dari jasangamanan, jasa manajemen aset; (C)
angkutan udara luar negeri; (kdsp jasa keuangan yang memperoleh peng
tenaga kerja(l) jasa perhotelan(m)  hasilan dari keuntungan, misalnya:
jasa yang disediakan oleh pemerintalperdagangan saham, obligasi, deri
dalam rangka menjalankan pemerin vatif, mata uang asing(d) jasa perda
tahan secara umyn(n) jasa penye gangan komoditas umum, misalnya:
diaan tempafparkr; (o) jasa telepn  perdagangan logam mulia.
umum dengan menggunakan uang Mengenai pengenaan Pajak
logam yaitujasa telepon umum dengan Pertambahn Nilai untuk jasa ke
menggunakan uang loganfp) jasa uangan, Merrill (2011) berpendapat
pengiriman uang dengan wesel posbahwakebanyakan negara dengan sis
dan(q) jasa boga atau katering. tem Pajak Pertambahan Nilai memilih
mengecualikan sejumlah jasa keuang
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI an karena kesulitan untuk mengukur
UNTUK JASA KEUANGAN  biaya keuangan implisit.Pendapat
PERBANKAN senada disampaikan olelSchenk
European Commson (1996) (2009) yang menyatakamstem Pajak
merggolongkan jasa keuangan menja Pertambahan Nilai dengan faktur - di
di 5 kategori utama, yaitu: (Kegiatan kreditkan yang saat ini diimplemen
merdeposit&kan dan pinjamrmemin  tasikan di seluruh dunia tidak bisa
jam melalui banksertaoperasi kartu dengan baik digunakan untuk mena
kredit; (b) pembelian, penjualan dan ngani jasa keuangan, di mana nilai
penerbitan sekuritas keuangafmliga- tambah dari jasa keuangan tersebut
si, saham, opsi, garansi, jaminan, mataertanam di dalam tingkat bunga. Un
uang asing, ematanlogam mulia; (c) tuk alasan ini, sistem Pajak Pertam
asuransberupaasuransi jiwa, asuransi bahan Nilai mengecualikan jasa-ke
properti dan asuransi kecelakaan; (d)uangan dan asuransi dari pengenaan
pedagang perantara dan jasa keagendPajak Pertambahan NilaPoddar and
lain untuk membeli dan menjual English (1997) menyatakan jasa-ke
sekuritas keuangarpenanggung dan uangan umumnya dikecualikan dari
transaksi lain di mana agen bertikda pengenaan PdjaPertambahan Nilai
sebagai prigpal; (e) penasihatntuk karena ketidakmampuannya untuk
membeli dan menjual sekuritas -ke mengidentifikasi dasar pajak yang
uangan, penanggung dan transaksi laitayak, yang tersembunyi dalam keun
di mana agen bertindak sebagaitungan jasa keuangan.
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Zee (2004) menyatakan mayo di 2, yaitu jasa intermediakeuangan
ritas lebih dari 120 negara dengan-sis dan jasgasa lain yang di luar jasa
tem Pajak Pertambahan Nilai menge intermediasi. Jasa keuangan interme
cualikan jas&euangan dari pengenaan diasi diberikan oleh bank dalam ben
Pajak Pertambahan Nilai. Negara tuk menerima deposito/simpanan dan
negara maju cenderung mengenakarkemudian dana deposito/simpanan
Pajak Pertambahan Nilai untuk sedikittersebut akan diberikan dalam bentuk
jasa keuangan yang diberikan dengarpinjaman. Jasa lailain yang dibekan
imbalan suatu biaya eksplisit, negara oleh bank bisa berupa jasa pembayaran
negara berkembang cenderung tidakeekening listrik, air dan telpon, jasa
memasukkan jasa keugan sebagai persewaansafety deposit boxjasa
jasa yang dikenakan Pajak Pertambahpenasihat keuangan, jasa manajemen,
an Nilai. Secara konsep, Pajak Per jasa pengolahan data, jasa penagihan
tambahan Nilai akan diaplikasikan hutang dan jasgsa khusus lainnya.
pada beberapdee atas jasa, tetapi Penghasilan yang diperoleh
untuk jasa keuangan sukar untukoleh bank dari pemberian jasa ldain
mengidetifikasi jumlah yang akan biasanya berupdee yang jumlahnya
dipajaki (Feria and Walpole, 2009). jelas secara eksplisitPoddar and

European Commission (1996) English (1997) menyatakan secara
menyatakan bahwa perlakuan mengeprinsip tidak ada kesukaran di dalam
nai jasajasa keuangan yang dike mengaplikasikan Pajak Pertambahan
cualikan dan tidak dikecualikan padaNilai terhadap beban eksplisit yang
negaranegara yang menganut sistemditerima bank, seperti penghasilan
Pajak Pertambahan Niladalah seba sewasafe deposit bgxee untuk jasa
gai berikut (a) jasgjasa yangli semua trustee servicekomisi sebagai peda
negara dikecualikan dari pengenaan gang perantara sekuritas keuangan dan
Pajak Pertambahan Nilai: deposito danbeban yang dipungut untuk penerbitan
pinjaman, asuransi jiwa, pembelian, travel cek Besarnya Pajak Pertam
penjualan dan penerbitan sekuritasbahan Nilai yang akan dipungut
keuangan selain logam mulia; (b) jasa dihitung dengan mengalikan jumlah
jasa yangdi semua negaradapat eksplisit yangditerima dengan tarif
dipungut Pajak Pertambahan Nilai: Pajak Pertambahan Nilai. Jadi tidak
jasa penasihat, jasa manajemen damada kesukaran untuk menghitung dan
jasa pengolahan data, transaksi yangnembebani Pajak Pertambahan Nilai
berhubungan dengan mata uanguntuk transaksi pemberian jasa lain
penyewaansafety deposit boxjasa lain dari perbankanHal ini juga di
penagihan hutang dan jasaa khusus ungkapkan oleh Boaghy and Keen
lain; (c) jasgasa yang dikecualikan di (2003) yang menyatakan untuk jasa
banyak negara, tetapi tidak di semuakeuangan yang disediakan dan dibayar
negara: asuransi qperti, asuransi dengan dasdeeseperti jasa persewa
kecelakaan, pedagang perantara daansafekeepingdan penasihat keuang
jasa keagenan lain, transaksi emasan, tidak ada kesulitan khusus: Pajak
manajemen investasi damutual fund Pertambahan Nilai dapat dibebankan

Jasa keuangan yang diberikandengan cara biasa. Kesah timbul
oleh institusi keuangan perbankanuntuk jasgasa keuangan yang peng
pada dasarnya dapat dibedakan menjahasilannya diperoletiari selisih antara
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penghasilan yang diperoleh dari-pe tidak baik bagi penerapan sistem Pajak
minjam dana dengan biaya yang diba Pertambahan Nilai. Le (2003) menya
yarkan kepada penyimpan dana. Masatakan pengecualian pada suatu tahapan
lahnya adalah tidak dapat mengiden akan mengeliminasi transaksi tersebut
tifikasi nilai tambah yangitimbulkan  dari rantai produksi dan distribusi.
oleh jasa intermediasi tersebut. Seperti yang dikatakan Zee (2004)
Untuk pemberian jasa interme karena rataata kurang lebih ¥ dari
diasi keuangan, penghasilan dari bankGDP di negaraegara maju berasal
diperoleh dari selisih bunga yang dite dari sektor keuangan, pengecualian
rima dari nasabah peminjam dengansektor ini dari pengenaan Pajak
bunga yang dibayarkan kepada nasaPertambaha Nilai dapat memberikan
bah penyimpan uang ke bank. Jadidistorsi ekonomi yang signifikan.
perghasilan bank dari transaksi jasaPoddar and English (1997) menyata
intermediasi keuangan bersifat implisit kan meskipun pendekatan pengecua
tidak ekplisit jumlahnya. Seperti dika lian diadopsi secara luas, ada masalah
takan oleh Schenk (2009) nilai dari signifikan di dalam operasinya. Tim
jasa intermediasi secara implisit adalahbulnya tax cascadingmemunculkan
keuntungan antara bunga yang dibe distorsi ekonomi yandgbanyak sekali
bankan kepada peminjam dengandan pengaruh negatif terhadap posisi
bunga yang dibayar untuk dana yangdaya saing dari institusi domestik di
dipinjamkan. dalam pasar internasional. Feria and
Pajak Pertambahan Nilai yang Walpole (2009) juga menyatakan per
dipungut dapat dihitung dengan meng lakuan jasa keuangan untuk dikecua
gunakan 3 metode, yaitu: (afidition likan dari pengenaan Pajak Pertam
method (b) substraction methodlan bahan Nilai memunculkan <torsi
(c) invoicecredit method Dari ketiga ekonomi dan legal yang signifikan.
metode ini, yang paling banyakgu-  Merrill (2011) menyatakan bahwa pe
nakan oleh hampir semua negara yangngecualian jasa keuangan dari penge
mengaplikasikan sistem Pajak Per naan Pajak Pertambahan Nilai menga
tambahan Nilai adalalnvoicecredit rahkan aturan Pajak Pertambahan Nilai
method Penghasilan yang diterima menjadi tidak sederhana dan secara
bank dari jasa intermediasi dalam ben ekonomi tidak netral.
tuk implisit sulit untuk dikenakan Walaupun hampir semua nega
Pajak Pertambahan NiJabila meng ra yang menggunakan sistem Pajak
gurakaninvoicecredit methodPeng  Pertambahan Nilai mengecualikan jasa
gunaaninvoice<redit methodmembu  intermediasi keuangan dari pengenaan
tuhkan nilai eksplisit dari suatu Pajak Pertambahan Nilai, namun ada
transaksi. Oleh karena itu akhirnya beberapa negara yang tetap mengena
hampir seluruh negara yang meng kan Pajak Pertambahan Nilai terhadap
gunakan sistem Pajak Pertambahanasa intermediasi keuangaBoadway
Nilai mengecualikan penghasilan jasaand Keen (2003nenyatakan beberapa
intermediasi pdrankan dari pengenaan negara (terutama Israel) memajaki ni
Pajak Pertambahan Nilai. lai tambah dari jasa keuangan dengan
Pengecualian pengenaan Pajakaddition method yaitu membebankan
Pertambahan Nilai pada sektor jasaPajak Pertambahan Nilai secara
keuangan mempunyai dampak yanglangsung dari jumlah gaji, upah dan

128



Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Intermediasi Keuangan Perbankan di Indonesia

laba. Sebuah alternfaifpotensial be- ngecualian akan menyebabkakontri-
rikan melalui penggunaasubstraction busi sektor jasa keuangan terhadap
method (seperti di salah satu usulan penerimaan negara dari sektor pajak,
yang diusulkan di Kanada) di manakhususnya Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai hanya menjadi minim sekali. Di lain sisi
dibebankan dari kelebihanoutput negara akan menggunakan seluruh

perusahaan di atagput perusahaan. penerimaan yang didapat untuk
Meskipun masih memungkin membiaya semua sektor tanpa keeua

kan untuk mengguakan addition i, termasuk sektor keuangan.

methoddansubstraction methodntuk Krisis keuangan yang terjadi

membebankan Pajak Pertambahardalam tahun 2008 menyebabkaa-
Nilai pada jasa intermediakeuangan nyak negara harus mengeluarkan
tetapi karena pengenaan Pajak Pertamsejumlah dana yang besar untuk
bahanNilai pada sektesektor di luar keperluan bailout lembagaembaga
jasa keuangan intermediasi menggu keuangan bank dan non bahkngkah
nakan invoicecredit methd, maka tersebut harus dilakukan agar Kkrisis
implementasi addition method dan  keuanganyang terjadi tidak menye
atau substraction methodbersamaan babkan terjadinyaush dan hilangnya
dengan invoicecredit method pada kepercayaan masyarakat terhadap-lem
sistem Pajak Pertambahan Nilai baga perbankarkeen (2011) menga
menjadi tidak mungkin. takan tekanan dan kegagalan potensial
Secara konseptuapengenaan dari institusi keuangagsecara sistemik
Pajak Pertambahan Nilai pada jasaselama krisis akan emghadapkan pe
intermediasikeuangandengan meng merintah pada satu masalah. Masalah
gunakaninvoicecredit method sulit  yang timbul adalah membiarkan saja
untuk diimplementasikanKarenanya lembaga keuangan tersebut mengha
selama ini hampir semua negara yangdapi kesulitan yang terjadi atau
menggunakan sistem Pajak Pertam menyelamatkan lembaga keuangan
bahan Nilai mengecualikan jasa inater dari kebangkrutan dengan memberikan
mediasi keuangan dari pengenaan injeksi dana dalam bentulbailout
Pajak Pertambahan Nilai.Pengecua yang jumlahnya besar. Jika pemerin
lian pengenaan Pajak Pertambahartah melakukan tindakan penyelamatan
Nilai untuk jasa intermediagieuangan lembaga keuangan tersebut, maka
yang diberikan oleh pihak perbankanpemerintah harus mengeluarkan dana
memberikan banyak dampak yangyang besar yang mestinya dapat
negatif terhadap implementasi sistem digunakan untuk membiayai kepen
Pajak Pertambahan NilaDi samping tingan publik lainyang lebih penting
akan mengurangi jumlah penerimaanTetapi jika langkh penyelamatan
dari sekor pajak, pengecualian ini tidak dilakukan dikhawatirkan kebang
akan berdampak terjadinya distorsikrutan dan keambrukan lembaga- ke
baik dari sudut ekonomi maupun dari uangan tersebut akan berefek domino
sudut legal. pada sktor-sektor lain yang akan
Pengecualian pengenaan Pajakmemberi pengaruh negatif pada
Pertambahan Nilai terhadap jasa inter ekonomi secara nasional.
mediasi keuanganmengandung unsur Berlatar belakang krisis ke
ketidakadilan.Di satu sisi danya pe uangan pada tahun 2008 ini, banyak
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negara mulai memikirkan kembgler
lakuan pengecualian pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai untuk jasa keuang
an, khususnya jasa intermedidse-
uangan Ada arus kuat untuknember
lakukan pemungutarPajak Pertam
bahan Nilai atagransaksijasa inter
mediasi keuangan. Beberapa metode
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
untuk jasa intermediageuangaryang
pernah diusulkan oleh beberapa ahli
mulai dipertimbangkaruntuk diguna
kan Beberapa metode tersebut antara
lain adalah:
(a) Addition Method
Pada metode ini Pajak Pertam
bahan Nilai akan dikenakan terha
dap nilai yang dtambalkan pada
suatu jasa intermediasieuangan
yang disediakan oleh suatosti-
tusi keuangan Dasar Pengenaan
Pajaknya (DPP) adalah keseluruh
an biaya yang dikeluarkarerkat

sebesar = tarif Pajak Pertambahan
Nilai x (Rp. 5.000.000.000;+ Rp.
2.500.000.000)- Bila tarif Pajak
Pertambahan Nilai yang diberlaku
kan adalah 10%, maka besarnya
Pajak Pertambahan Nilai adalah
sebesar Rp. 750.000.00@10% x
Rp. 7.500.000.0009, Menurut Eu
ropean  Commission (1996) ada
bebeapa kesukaran penerapan
Addition Methoduntuk mengena
kan Pajak Pertambahan Nilai pada
jasa intermediaskeuangan yaitu:
incompatibility dengan metode
creditinvoice untuk transaksi non
keuangan, termasukrigin basis
sehingga tidak memperhitungkan
nilai yang diperhitungkan pada
tahapan sebelumnya dalam rantai
produksi dan distribusi serta ada
nya ketidaksesuaian dengaoerhi-
tungan pajak penghasilan untuk
keuntungan.

dengan pemberian jasa interme (b) Subtraction Method

diasi keuanganditambah keun
tungan.Jadi misakan suatu bank
memberikan bunga sebesar 10%
untuk nasabah yang menyimpan
uangnya dalam bentuk deposito di
bank tersebut. Kemudian dana
deposito tersebut akan dipinjamkan
ke nasbah lain yang membutuh
kan danadengan bunga sebesar
15% Apabila berhubungan dengan
pelaksanaan kegiatapemberian
jasa intermediasi keuangan ini
bank mengeluarkan biaya gaji,
upah, sewa gedung, alatt tulis,
dan biaya laidainnya sebesar Rp.
5.000.000.000,serta bank meng
inginkan keuntungan sebesar Rp.
2.500.000.000,- maka besarnya
Pajak Pertambahan Nilai yang
akan diperhitungkan untuk pembe
rian jasa intermediasi keuangan
yang diberikan oleh bankdalah
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Pajak Pertambahan Nilai akan- di
kenakan terhadap selisin nilai
outputdan nilaiinput Jadi misal
kan suatu bank memberikan bunga
sebesar 1%perbulan untuk nasa
bah yang menyimpan uang dalam
bentuk deposito di bank dan
mengenakan bunga sebesao
perbulanbagi nasabah yang ingin
meminjam uang dari bank tersebut.
Jika dabhm satu bulan diperoleh
simpanan deposito sebesar Rp.
100.000.000.000,dan jumlah pin
jaman yang diberikan pada bulan
tersebut juga sama jumlahnya
sebesar Rp. 100.000.000.000,
maka berarti nilaiinput atas jasa
intermediasi  keuangan yang
diberikan pad bulan tersebut
adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,
(1% x Rp. 100.000.000.069,dan
nilai output atas jasantermediasi



keuangan yang diberikan pada
bulan tersebut adalah sebesar
Rp. 2.000.000.000, (2% x Rp.
100.000.000.000,- Besarnya Ra
jak Pertanbahan Nilai yang dike

nakan atas transaksi ini sebesar Rp.

100.000.000,- yaitu tarif 10%
dikalikan dengan selisih nilaut
put (Rp. 2.000.000.000, dengan
nilai input (Rp. 1.000.000.000,-).

(c) Cash Flow Method

Menurut Poddar and English
(1997) esensi dariCash Flow
Method adalah bahwa metode ini
memperlakukan ras kas dari
transaksi keuangan dengan cara
yang sama sepertires kas dari
transaksi non keuangan.rus kas
masuk dari transaksi keuangan
akan diperlakukan seperti transaksi
penjualan jasa yang akatikena-
kan Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam hal ini akan timbul Pajak
Pertambahan Nilai Keluaran yang
akan dapat diperhitungkan dengan
Pajak Pertambahan Nilai Masukan
yang dapat dikreditkan. Sedangkan
arus kas ke luar yang berasal dari
transaksi keuangamkan diperla
kukansebagai pembelian jasa yang
akan dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai Masukan yang dapat dikre
ditkan dengan Pajak Pertambahan
Nilai Keluaran. Timbulnya aus
kas masuk dararus kas ke luar
yang disebabkan transaksi yang
berhubungan dengan wetas pem

lik, misalkan aus kas masuk dari
tambahan modal pemilik atauua
kas ke luar karena pembagian devi
den kepada pemilik tidak termasuk
pengertian aiskas masuk danras
kas ke luar yang menjadi Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) Pajak
Pertambahan Niladengan metode
Cash Flow MethodDemikian pula
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arus kas masuk berkaitan dengan
perolehan penghasilan di luar jasa
intermediasi keuangan yang telah
dikenakan Pajak Pertambahan- Ni
lai dengan creditinvoice method
dan arus kas ke luar untuk penge
luaran rain tidak termasuk Dasar
Pengenaan Pajak Pertambahan Ni
lai dengan metode inPengenaan
Pajak Pertambahan Nilai dengan
tarif 0% akan dikenakarapabila
transaksi jasa intermediasi keuang
an melibatkan pihakihak yang
berada di luar daerah pabean.
Berikut ini diberikan contoh untuk
menghitung Pajak Pertambahan
Nilai dengan menggunaka@ash
Flow Method Misalkan bank me
nerima deposito dari nasabah dan
memberikan bunga atas deposito
dengan tarif bunga sebe$ per
tahun sertamemberikan pinjaman
kepada pihakpeminjam dengan
tarif bunga pinjaman sebesab%
pertahun. Dketahui pula bahwa
tarif bunga yang ditetapkan peme
rintah untuk hutang jangka pen
deknya 12% pertahun, jumlah
dana depositoyang diterima dan
dana yangdipinjamkanoleh bank
sebesar Rp.100.000.000,- serta
tarif Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 10%Diasumsikan bahwa
pinjaman dan deposito diberikan
dan diterima untuk jangka waktu 1
tahun, mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desemiserta
pihak yang mendepositokan dan
pihak yangmemirjam uang ke dan
dari bank bukan Pengusaha Kena
Pajak (PKP). Perhitungan Pajak
Pertambahan Nilaidengan Cash
Flow Methoddari datadata terse
but di atasdapat dilihat seperti
pada Tabel Hi bawah ini.
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Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengash Flow Method
Pihak yang Mendepositokan dan Meminjam Bukan PKP

ArusKas ArusKas PPN Keluaran/
Keterangan Masuk Bank | Ke luar Bank | (PPN Masukan)
(Rp.) (Rp.) (Rp.)

Periode 1: saat menerima
deposito dan memberikan
pinjaman
Pada saat dana deposito 100.000.00¢ 10.000.000
diterima
Pada saat dardipinjamkan (100.000.000 (10.000.000
Jumlah yang dilaporkan pa(¢ 100.000.007 (100.000.000 0
periode 1
Periode 2: saat menerima
kembali pinjaman dan
membayar deposito
Pada saat dana pinjam
diterima kembali:
- Penerimaan dar@njaman 100.000.00¢ 10.000.000
- Penerimaan bunganjaman 15.000.000 1.500.000
Pada saat depositlicairkan:
- Pengembalian dardeposito (100.000.000 (10.000.000
- Pembayaran bunga depositi (8.000.000) (800.000)
Jumlah yang dilaporkan pad| 115.000.007 (108.000.000 700.000
periode 2
Jumlah keseluruhan dg 215.000.000 (208.000.000 700.000
transaksi tersebut

Sumber: European Commissiorl996 serta Poddar and English (1997)

setelaldimodifikasi

Dari Tabel 1 di atanampak bahwa
pada saat periode 1, yaitu saat
penerimaan deposito dan pemberi
an pinjaman oleh bank jumlah PPN
Keluaran dan PPN Masukan sama
besarnya, artinya tidak ada PPN
yang dsetorkan kepadgemerin
tah. Hal ini disebabkan karena
jumlah aus kas masuldan arus
kas ke luar pada periode tersebut
sama besarnya, artinya arus kas
bersih sama dengan 0. Pada meto
de ini arus kas bersih merupakan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
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Pajak Pertambahan Nilai. Apabila
arus kas bersihnya sama dengan O,
artinya DPP sama dgan 0, maka
Pajak Pertambahan Nilai yang
dibebankan juga sama dengan O.
Kemudian pada periode 2, yaitu
saat penerimaan kembali pinjaman
beserta bunganya dan pembayaran
deposito beserta bunganyada
arus kas masuk sebesar Rp.
115.000.000,-yang berasal d&a
penerimaan pengembalian pinfam
an sebesar Rp. 100.000.006an
penerimaan bunga dari pinjaman



sebesar Rp. 15.000.000, Pada
periode 2 ini juga ada arus kas ke
luar sebesar Rp. 108.000.000,
untuk pembayaran pengembalian
deposito dan pembayaran bunga
deposito sebesar Rp. 8.000.G00,
Jadi pada periode 2 ini ada arus kas
masuk sebesar Rp. 115.000.000,
dan ada arus kas ke luar sebesar
Rp. 108.000.000, atau dapat
dikatakan ada arus kas masuk
bersih sebesar Rp. 7.000.000,
Karena ada arus kas masuk brers
sebesar Rp. 7.000.000, maka
akanada Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut yaitusebesar Rp.
700.000,{10% x Rp. 7.000.009),
Pajak Pertambahan Nilai ini bagi
bank merupakan Pajak Pertambah
an Nilai
disetorkan kepada pemerintah.
Secara keseluruhan apabila periode
1 dan periode 2 digabung, maka
akan ada arus kas masuk sebesar
Rp. 215.000.000, serta ada arus
kas ke luar sebesar Rp.
208.000.000,- Jadi ada selisih
sebesar Rp. 7.000.000,yang
merupakan arus kas masuk bersih.
Secarakeseluruhan jumlah Pajak
Pertambahan Nilai yang akan
dibayar adalah sebesar Rp.
700.000,{10% x Rp. 7.000.009),
Jika yang mendepositokan dan
meminjam ke dan dari bank adalah
bukan PKP, maka pemungutan
dan penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai akan dilakukan oleh pihak
bank Bagi pihak yang mende
positokandan pihak yang memin
jam tidak ada kewajiban untuk
melakukan pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai Keluaradan
tidak dapatmengkreditkan Pajak
Pertambahan NilaMasukan Jka
pihak yang mendepositokandan
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pihak yang meminjamsalah satu
nya atau keduanya merupaka-
ngusaha Kena Pajak KP), maka
bagi salah satypihak atau kedua
pihak yang merupakan Pengusaha
Kena Pajak (PKPxakan mempu
nyai dampak terhadap kewajiban
Pajak Pertambahan Nilainy&e
dangkarbila pihak yang mendepo
sitokan dan pihak yang meminjam
salah satunya atau keduanya tidak
bertempat tinggal atau tidak ber
tempat kedudukan di Indonesia,
maka pengenaan Pajak Pertam
bahan Nilai bagi salah satu pihak
atau kedua pihak yang tidak ber
tempattinggal atau tidak bertempat
kedudukan di Indonesia akan
dikenakan tarif 0%.

Keluaran yang harus (d) Cash Flow Method With Tax

Calculation Accoun(TCA)

Metode Cash Flow Method With
Tax Calculation Accountmerupa
kan penyempurnaan darCash
Flow Methodyang murni Dengan
metode ini akan dibentuk suatu
rekening guna menampung Pajak
Pertambahan Nilai untulleposito
dan pinjaman Jadi selama periode
proses penerimaan deposito dan
pemberian pinjaman masih berja
lan tidak ada pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai Keluaran yang
masih teutang dan klaim peng
kreditan Pajak Pertambahan Nilai
Masukan. Semua Pajak Pertam
bahan Nilai Keluaran yang masih
terutang dan klaim pengkreditan
Pajak Pertambahan Nilai Masukan
akan dicatat dalam Rekening Per
hitungan Pajak (TCA) yang pada
saat periode dhr proses pene
rimaan deposito dan pemberian
pinjaman (saat transaksi pemba
likan) jumlah yang ada pada
Rekening Perhitungan Pajak yang



menunjukkan jumlah hutang Pajak
Pertambahan Nilai harus disetor
kan kepada pemerintahBerikut
contoh penggunaan metode ini de-
ngan menggunakadatadata dan
asumsi dari contokebelumnyase
perti tetihat pada Tabel 2 dan
Tabel 3.Pada Tabel 2 ditampilkan
perhitungan pajak untuk transaksi
pinjaman Pada periode 1, ada
jak Pertambahan Nilai Masukan
sebesar Rp. 11.20000 yang ter
diri dari Rp. 10.000.000,berasal
dari perkalianarus kas ke luar se
besar Rp. 100.000.06@jengan ta
rif pajak dan Rp. 1.200.000 per
asal dariindeks perhitungan pajak
yaitu hasil perkalian tarif bunga
pemerintah dan besarnya pinjaman
seta tarif pajak Kemudian pada
periode 2,ada arus kas masuk
sebesar Rp. 115.000.00(erasal
dari penerimaan pengembalian{in
jaman ditambah bunga. Dalam hal
ini ada Rjak PertambahanNilai
Keluaran Rp. 11.5000.000,Pajak
PertambahanNilai Keluaran ini
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dikurangi dengan d&ak Pertam
bahan Nai Masukan akan diper
oleh saldo Bjak PertambahariNi-

lai Keluaransebesar Rp. 300.000,
pada Rekening Perhitungan Pajak
(TCA). Tabel 3 menunjukkan per
hitungan pajak untuk transaksi-pe
nerimaan deposito. Pada peeot
ada Pajak Pertambahan Nilai -Ke
luaran sebesar Rp. 11.200.600,
berasal dari Pajak Pertambahan
Nilai Keluaran arus kas masuk
penerimaan deposito dan dari
indeks perhitungan pajak. Pada
periode 2 ada Pajak Pertambahan
Nilai Masukan sebesar Rp.
10.800.000,- berasal dari arus kas
ke luar untuk pembayaran kembali
deposito beserta bunganya sebesar
Rp. 108.000.000, Pajak Pertam
bahan Nilai Keluaran setelah
dikurangi Pajak Pertambahan Nilai
Masukan diperoleh saldo Pajak
Pertambahan Nilai Keluaran sebe
sar FBp. 400.000, pada Rekening
Perhitungan Pajak (TCA).

Tabel 2
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai der@ash Flow MethodVith TCA
TCA untuk Pinjaman yang Diberikan Bank

Arus Kas Rekening
Keterangan Masuk/(Arus Perhitungan
Kas Ke Luar) Pajak (TQ\)
(Rp.) (Rp.)

Periode 1: saat pemberian pinjaman
Pemberian pinjaman (100.000.000 (10.000.000
TCA indexing - (1.200.000)
Periode 2: saat penerimaan kembali
pinjaman
Penerimaakembalidana pinjaman 100.000.00C 10.000.000
Penerimaan bunga pinjaman 15.000.000 1.500.000
Nilai penutupan pinjaman - -
Pajak Pertambahan Nilai Bersih yang masih harus dib 300.000

Sumber: Poddar and English (1997) setelah dimodifikasi
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Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai der@ash Flow MethodVith TCA
TCA untuk Deposito yang Diterima Bank
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Arus Kas Rekening
Keterangan Masuk/(Arus Perhitungan
Kas Ke Luar) Pajak (TCA)
(Rp.) (Rp.)

Periode 1: saat penerimaan deposito
Penerimaan deposito 100.000.00C 10.000.000
TCA indexing - 1.200.000
Periode 2: saat pembayaran kembali
deposito
Pembayarardanadeposito (100.000.000 (10.000.000
Pembayararbunga deposito (8.000.000) (800.000)
Nilai penutupan pinjaman - -
Pajak Pertambahan Nilai Bersih yang masih harus dib 400.000

Sumber: Poddar and English (199ételah dimodifikasi

(e) Reverse Charging Method

Metode ini beranggapan bahwa
pemberian pinjaman oleh bank
sama dengan transaksi penyerahan
yang dikenakan Pajak Pertam
bahan Nilai dan bank harus memu
ngut Pajak Pertambahan Nilai
Keluaran. Sebaliknya padaaat
bank menerima dana deposito
dianggap bahwa bank menerima
penyerahan yang dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dan bank harus
membayar Pajak Pertambaharn Ni
lai Masukan yang dapat dikre
ditkan. Jadi pada transaksi pembe
rian pinjaman, bank sebagai -Pe
ngus&a Kena Pajak harus mem
buat faktur pajak untuk memu
ngut Pajak Pertambahan Nilai
Keluaran dari pihak peminjam dan
bagi pihak peminjanfraktur Ryjak
Masukan ini dapat dikreditkan
sebagaiPajak Pertambahan Nilai
Masukan.Sedangkan untukaktur
pajak yang hais diterbitkan pada
saat bank menerima dana depgsito
seharusnya faktur pajak diterbitkan
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oleh pihak yang mendepositokan
dananya di bank sebag&aktur
Pajak Keluaran. Namun karena
jumlah pihak yang mendepesi
tokan dana ke bank sangat banyak
dan sebagiamesar bukan Pengu
saha Kena Pajak, maka pada
metode ini faktur pajak tersebut
juga diterbitkan oleh bank. Jadi
dalam hal ini bank akan menrer
bitkan faktur pajak untuk transaksi
penerimaan deposito di mana bank
sebagai pihak yang menerima- pe
nyerahan dan kur pajak untuk
transaksi pemberian pinjaman di
mana bank sebagai pihak yang-me
lakukan penyerahan. Faktur Pajak
Pertambahan Nilai Masukan yang
diterbitkan pada waktu menerima
deposito akan dikreditkan dengan
Faktur Pajak Pertambahan Nilai
Keluaran yang dibuat pada saat pe
nerimaan pinjaman. Berikut ini
contoh penerapan metode ini
menggunakan daidata dan asum

si dari contoh sebelumnyseperti
terlihat pada Tabel.4
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Tabel
Perlakuan Pajak Pertambahan

4
Nilai atas Deposito dan Pin[aanan

danKepada Pihak Dalam NegaetengarReverse Charginlylethod

Keterangan Pihak Yang
Mendepositokan (D)

Bank (B) Pihak Peminjam
P

D dan P adalah K onsumen Akhir atau D adalah

PK P Bisnis dan P adalah K onsumen Akhir

B menerbitkan faktur pajal -
dan memungut PPN Keg
luaran atas transaks
pemberi pinjaman kepada B

Memungut PPN Ke| Membayar PPN Ma
luaran dari P dengahsukan sebesar Ry
menerbitkan  faktugl 1.500.000, kepada B
pajak sebesar Rp dan tidak ada kewa
1.500.000, jiban melaporkan PPN.

B berfungsi sebagai peng Tidak ada kewajibar
ganti dari D medakukan| menyetor dan atay
pemungutan PPN atdsan | mdaporkan PPN.
saksi penerimaan deposi
dari D.

Ada PPN reverse -
charge sebesar Rp
800.000; dan meng
kreditkannya sebagg
PPN Masukan.

Pembayaran/Beban PPN. | Menyaor PPN kepa
da pemerintah, tap
tidak membayarnya
langsung. Tidak me
nanggung beban PPN

Menyetor PPN sebel Menyetor PPN kepad
sar Rp. 1.500.000, pemerintah, tapi tidak
kepada pemerintal membayarnya larg
Tidak menanggung sung. Menanggung be
beban PPN. ban PPN atas deposit|
dari D dan laba dari B.

O

D adalah Konsumen Akhir dan P adalah PK

P Bisnisatau D dan P adalah PK P bisnis

B menerbitkan faktur pajal -
dan memungut PPN K¢
luaran atas transak
pemberi pinjaman kepada B.

Memungut PPN Ke| Membayar PPN Ma
luaran dari P dggan| sukan sebesar Ry
menerbitkan  faktug 1.500.000, kepada B.
pajak sebesar Rp{ Menerima faktur pajak
1.500.000. dari B dan mengkredit
kan PPN Masukan.

B berfungsi sebagai pen¢ Tidak ada kewajibar
ganti dari D melakukan menyetor dan ata
pemungutan PPN atas tranmelaporkan PPN.
saksi pemrimaan depositg
dari D.

Ada PPN reverse -
charge sebesar Rp
800.000; dan meng
kreditkannya sebagg
PPN Masukan.

Pembayaran/Beban PPN. | Menyetor PPN kepa]
da pemerintah, tap
tidak membayarnya
langsury. Tidak me

Menyetor PPN sebe Menyetor PPN kepad
sar Rp. 1.500.000, pemerintah, tapi tidak
kepada pemerintall membayarnya langsung.
Tidak menanggung Tidak menanggung be

nanggung beban PPN

beban PPN. ban PPN.

Sumber: Zee (2004) setelah dimodifikasi

Dari Tabel 4 di atas, nampak kon
disi yang sama akan terjadi pada
bank, pihak yang mendepositokan
dan pihak yang meminjarila pi-
hak yang mendepositokan dan pi
hak yang meminjam konsumen-ak
hir ataujika pihak yang mendepo
sitokan adalah PKP bisnis dan
pihak yang meminjam adalah ken
sumen akhir. Demikian pula kondi-
si yang sama akan terjadi pada
bank, pihak yang mendepositokan
dan pihak yang meminjgmbila
pihak yang mendepositokan dan
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pihak yang meminjamadalah PKP
bisnisataujika pihak yang mende
positokan adalahkonsumen akhir
dan pihak yang meminjam adalah
PKP bisnis Sedangkan bila tran
saksi melibatkan pihak yang tidak
bertempat tinggal atau tidak ber
tempat kedudukan di Indonesia
maka kondisi pada pihak yang
mendepositokan tidak ada peru
bahan. Untuk bankjika pihak
yang meminjam adalah pihak yang
tidak bertempat tinggal atau tidak
bertempat kedudukan di Indonesia,
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(f)

maka bank akan memungut Pajak
Pertambahan Nilai dengan tarif 0%
atas pemberian pinjamadan bila
pihak yang meminjam adalah-pi
hak yangbertempat tinggal atau
bertempat kedudukan di Indonesia,
maka bank akan memungut Pajak
Pertambahan Nilai dengan tarif
normal. Untukpihak yang memin
jam, jika bertempat tinggal atau
bertempat kedudukan di Indonesia,
maka akanmembayarPajak Per
tambahan Nilai kepada bank
dengan tarif normal atas pemberian
pinjaman. Kemudian jika pihak
yang meminjam adalah PKP bis
nis, maka akan menerima faktur
pajak dari bank dan mengkreditkan
Faktur Pajak Pertambahan Nilai
Masukan yang sudah dibayapa

da bank Tetapi bila pihak yang
meminjam bukan PKP bisnis, ma
ka tidakadakewajiban pajak lain
nya. Jika pihak yang meminjam
PKP bisnis, maka pihak yang me
minjam tidak menanggung beban
Pajak Pertambahan Nilai, tetapi
jika pihak yang meminjam bukan
PKP bisnis, maka pihakang me
minjam menanggung beban Pajak
Pertambahan Nilai atas deposito
dari pihak yang mendepositokan
dan Pajak Pertambahan Nilai atas
keuntungan dari bank.
Modified  Reverse
Method

Deposito yang diterima oleh bank
dari pihak yang mendepositokan
pada umumnya tidak semuanya
langsung dipinjamkan kepada- pi
hak peminjamDengan metode ini
transaksi penerimaan deposito dan
transaksi pemberian kredit akan
dicatat dalam suatu rekenirtgr-
tentu yang dinamakarfranking

Charging
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account (Zee, 2004).Jumlah sisa
danatersedia yang diperoleh dari
pihak yang mendepositokan dan
belum dipinjamkan kepada pihak
yang meminjam akan nampak
sebagai saldo dari franking
account. Menurut Zee (2004)
rekening ini akan menunjukkan 3
saldo, yaitu: (1) kumulatif saldo
deposito yang belum dipinjamkan;
(2) kumulatif saldo reverse
chargesyang belum diklaim dari
saldo deposito yang belum dipin
jamkan; (3) reverse chargeser
unit dari deposito yang belum
dipinjamkan. Semua saldo ini akan
diperbarui setiap ada transakst pe
nerimaan depositalan pemberian
pinjaman dengan melakukan peng
kreditan dan pendebetarntuk
memperjelas penggunaan metode
ini akan diberikan contolpene-
rapannya dengan menggunakan
datadata berikut ini. Misalkan
ada 3 transaksi penerimaan deposi
to dan 3 transaksi pdryarian
pinjaman secara berurutan sebagai
berikut: (1) penerimaan deposito
sebesar Rp. 1.000dengan bunga
8%; (2) penerimaan deposito sebe
sar Rp. 3.000 dengan bunga 10%;
(3) pemberian pinjaman sebesar
Rp. 2.000, dengan bunga 18%; (4)
penerimaan deposito sebesar Rp.
2.000,- dengan bunga 6%; (5)
pemberian pinjaman sebesar Rp.
1.000,- dengan bunga 14%;6)
pemberian pinjaman sebesar Rp.
3.000,- dengan bunga 169 arif
Pajak Pertambahan Nilai diasum
sikan sebesar 10%Perhitungan
Pajak Pertambahan Nilai wigan
menggunakan metode irseperti
terlihatpada Tabel 5.
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Tabel 5

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Mengguma&dified Reverse Charging Method

Deposits Loans Franking Account
No. Principal | Interest Reverse | Principal | Interest Notional VAT Net VAT | Cummulated| Cumulated| Unclaimed
(Rp.) Rate(%) Charges (Rp.) Rate(%) VAT Credit Paid By Unlent Unclaimed| Reverse
(Rp.) (Rp.) From Borrowers| Deposits Reverse | Charges
Franking (Rp.) (Rp.) Charges | per-unit of
Account (Rp.) Unlent
(Rp.) Deposit
(Rp.)
1. 1.000 8 8
1.000 8 0,008
2. 3.000 10 30
4.000 38 0,0095
3. 2.000 18 36 19 17
2.000 19 0,0095
4. 2.000 6 12
4.000 31 0,00775
5. 1.000 14 14 7,75 6,25
3.000 23,25 0,00775
6. 3.000 16 48 23,25 24,75
TOTAL 6.000 50 6.000 98 50 48

Sumber: Zee (2014) setelah dimodifikasi
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EVALUASI PERLAKUAN PAJAK gaimana kebanyakan negaregara
PERTAMBAHAN NILAlI JASA lain di dunia yang menggunakan sis
PERBANKAN DI INDONESIA tem Pajak Pertambahan Nilai juga
Undangundang Nomor 8 mengecualikan jasa keuangperban
Tahun 1983 tentang Pajak Pertam kan dari pengenaan Pajak Pertambah
bahan Nilai sebagaimana telah diubahan Nilai. Namun sesuai dengan bunyi
beberapa kali, terakhir dengan penjelasan dari pasal 4A ayat (3) huruf
Undangundang Nomor 42 Tahun d ini jasa perbankan yang dikecualikan
2009 pasal 4A menyebutkan jenis hanyalah jasa intermediakeuangan
barang dan jasa yang dikecualikan darisedangkan jasjiasa lainnya yang di
pengenaan d&ak Pertambahan Nilai. berikan oleh bank akan tetap dike
Pada ayat (2) disebutkan jenis baranghakan Pajak Pertambahan Nilai.
yang dikecualikan dari pengenaan Perkembangan yang ada di ne
Pajak Pertambahan Nilai, dan padagaranegara lain yang menggunakan
ayat (3) disebutkan jenis jasa yangsistem Pajak Pertambahan Nilai, khu
dikecualikan dari pengenaan Pajaksusnya setelah terjadi kriskeuangan
Pertambahan Nilai. Dari jenjenis tahun 2008, menunjukkan adanya ke
jasa yang dikecualikan dari pengenaarcenderungan untuk menghapuskan pe
Pajak Pertambahan Nilai, termasukngecualian pengenaan Pajak Pertam
jenis jasa keuangayang dicantumkan bahan Nilai untuk jasa intermediasi ke-
pada ayat (3) huruf d. uangan Indonesia dalam masa krisis
Di dalam penjelasan pasal 4A keuangan tahun 2008 memang tidak
ayat (3) huruf d diperinci jenis jasa terlalu banyak terpengaruh terhpda
keuangan yang dikecualikan dari terpaan badai krisis keuangan tersebut
pengenaan Pajak Pertambahan Nilaiwalaupun ada kasus Bank Century
yaitu meliputi: (a) jasa menghimpun Namun diyakini setiap terjadi krisis
dana dari masyarakat berupa giro,keuangan, kondisi yang ada sering
deposito berjangka, sertifikat deposito,memaksa pemerintah suatu negara
tabungan dan atau bentuk lain yangharus mengambil tindakan untuk
dipersamakan dengan itu; (b) jasapenyelamatan dmyak institusi ke
menempatkan dana, meminjam danapangan termasuperbankan dari an
atau meminjamkan dana kepada pihakcaman kebangkrutan melalui program
lain dengan menggunakan surat, sarabail out atau semacamnya yang tentu
na telekomunikasi maupun dengan we saja akan sangat menguras kas negara.
sel unjuk, cek atau sarana lainnya; (c)Hal ini harus dilakukan pemerintah,
jasa pembiayaan, termasuk pembiakarena apabila institusi keuangan-ter
yaan berdasarkan prinsip syariah,masuk perbankan tidak diselamatkan
berupa sewa guna usaha dengan had#lari kebangkrutanmaka akan berefek
opsi, anjak piutang, usaha kartu kreditpada hilangnya dana masyarakat yang
dan atau pembiayaan k&umen; (d) disimpan pada institusi perbankan-ter
jasa penyaluran pinjaman atas dasasebut dan hilangnya kepercayaan imas
hukum gadai, termasuk gadai syariahyarakat terhadap lembaga perbankan.
dan fidusia; (e) jasa penjaminan. Dampak berikutnyaadalah kegiatan
Pengecualian yang diatur ekonomi nasionahkan terganggu dan
dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d ini menurun serta bisa engakibatkan
menunjukkan bahwa Indonesia sebanegara tersebut jatuh pada resesi
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ekonomi yang parahSeperti yang sektor yang sangat potensial untuk
terjadi di Amerika Serikat dan negara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
negara Uni Eropa yang terkenaApalagi dalam situastarget peneri
dampak krisis keuangan tahun 2008.maan pajak yang dalam taktahun
Contoh negara yang mengalamiterakhir selalu tidak teapai. Dalam
dampak terparah adalah Yunani. hal ini Indonesia dapat menggunakan
Mengingat besarnya dana yangModified Reverse Charging Method
harus dikeluarkan pemerintah padadari Zee (2004) untuk melakukan
saat menyelamatkaimstitusi perban pemugutan Pajak Pertambahan Nilai
kan dan lembaga keuangan lainnyauntuk jasaintermediasikeuangan per
pada saat terjadi krisis keuangan, makdankan. Metode ini walgun keli-
sudah seyogyanya kontribusi institusihatannya agak rumit, namun mem
perbankan dan lembaga keuangarpunyai $fat compatibledengarinvoice
lainnya terhadap penerimaamegara credit methodyang diterapkan untuk
juga harus besar, khususnya kontribuspemungutan Pajak Pertambahan Nilai
dari pembayaran pajak. Oleh karenabagi objek yang di luar jasa interme
itu menjadi tidak adil bila jasa inter diasi keuangan Jadi Pajak Pertam
mediasikeuangaryang diberikan oleh bahan Nilai Masukan dari metode ini
perbankan dan lembaga keuangan-laindapat dikreditkan dengan Pajak
nya dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai Keluaran dengan
Pertambahan Nilai. Di sgmng itu invoice credit methodan sebaliknya.
pengecualian pengenaan Pajak Pertam Dengan diberlakukannya e
bahan Nilai terhadap jasa intermediasingenaan Pajak Pertambahan Nilai un
keuangammenyebabkan timbulnya dis tuk jasaintermediasikeuangan, maka
torsi dari sudut legal maupun ekeno seluruh Pajak Pertambahan Nilai
mis. Masukan dari pihak perbankan, khu
Selama ini alasan sasatunya susnya yang berkaitan dengan penye
pengecualian ini karena pengenaandiaan jasantermediasikeuangan akan
Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasadapat dikreditkanseluruhnya. Tidak
intermediasikeuangarperbankan sulit seperti selama ini Pajak Pertambahan
dilakukan disebabkan kesulitan meng Nilai Masukan dari pihak perbankan
hitung penghasilanimplisit dari jasa sebagian besar tidak dapat dikreditkan.
intermediasikeuangan. Jadirgumen  Mekanisme rantai pengkreditan Pajak
tasinya hanya suatu alasan yang sang®ertambahan Nilai yang selama ini
teknis, di mana seharusnya alasan tekterputus akan berjalan lagi sebagai
nis ini bisa dicarikan solusinya dengan mana mestinya.
menggunakan berbagaietode pende-
katanyang diusulkan untupengenaan KESIMPULAN
Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasdl. Pada saat terjadi krisis keuangan,
intermediaskeuangan. pemerintah suatu negara umumnya
Oleh karena itu Indonesike terpaksa harus mengeluarkan dana
depan sebaiknya juga harus mulai yang besar untuk menyelamatkan
mempertimbangkan mengenakan- Pa institusi perbankan dari kebang
jak Pertambaha Nilai untuk jasa krutan.
intermediasikeuangan perbankan jni 2. Untuk jasgjasa layanan yang
mengingat sektor perbankan adalah diberikan oleh pihak perbankan,
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umumnya jasa intermedidstuang 2.
an yang dikecualikan dari penge
naan Pajak Pertambahan Nilai,
sedangkan untuk jagasa lainnya
telah dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai.

. Pengecualian pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai terhadap jasa
intermediasikeuanganmempunyai
banyak efek negatif, antara lain
mengurangi jumlah penghasilan
negara dari sektor pajak dalam 3.
jumlah yang cukup signifikan,
menimbulkan distorsi secara legal
maupun ekonomis serta memutus
rantai penungutan Pajak Pertam
bahan Nilai.

. Alasan utama jasaintermediasi
keuangan dikecualikan dari perge
naan Pajak Pertambahan Nilai
adalah karena adanya kesulitan
untuk menghitung besarnya peng
hasilan implisit yang diperoleh
perbankan dari jasantermediasi
keuangartersebut.

. Banyak metode pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai terhadap jasa
intermediasikeuangan yang diusul
kan, di mana sebagian besar dapat
mengatasi kesulitan pengenaan

Di samping jasa keuangan perban
kan, jasgasaintermediasikeuang-
an lainnya yang disediakan oleh
lembaga keuangan non bank seperti
usahaleasing anjak piutang, kartu
kredit, gadai, pembiayaan konsu
men, pembiayaan/gadai syariah
dan semacamnyaeharusnyguga
dikenakan Pajak  Pertambahan
Nilai, sehingga tidak menimbulkan
adanya distorsi.

Jasa lainnya seperti jasa asuransi
juga perlu dipertimbangkan untuk
dikenakan Pajak Pertambahan- Ni
lai.
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